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ANGGARAN DASAR 
BUMDesa “SEHATI” DESA SIDOREJO KECAMATAN 

ROWOKANGKUNG 
 KABUPATEN LUMAJANG 

 
MUKADIMAH 

 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan  atas  perjuangan  berbagai 

pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  telah 

lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan 

hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting 

sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan 

masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan 

berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan 

asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua 

semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam 

pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan  utama  BUM  Desa  bukan 

hanya kesejahteraan masing-masing individu. 

 
BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
 

Pasal 1 
 

(1) BUM Desa  ini  bernama  BUM  Desa “Sehati”  Desa 
Sidorejo selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa. 

(2) BUM  Desa  “Sehati”Desa Sidorejo berkedudukan di Desa Sidorejo, 
Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. 

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah: 

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 

b. Meningkatkan Ekonomi Kreatif; 

c. Meningkatkan Usaha Perdagangan; 

d. Meningkatkan Usaha Pertanian; 

e. Pengembangan wisata desa 

 
 

                       Nomor   Tahun 2022 

Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Penyesuaian   

Perdes No 1 Tahun 2017 Bab Pendirian dan 

Pengesahan ANGGARAN DASAR BUMDesa  



BAB III 
JENIS USAHA 

 
   Pasal 3 

 
1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social busimess) sederhana yang 

memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan 

memperoleh keuntungan finansial. 

2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 

memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna,usaha dalam 

bidang perdagangan meliputi: 

 

a. 47191 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya  

 Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba  

 (Department Store) 

 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis  

            barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau    

            dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu  

              pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan  

             antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat- 

 alat olahraga dan kosmetik 

b. 47211 : Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija 

 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi  

 dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar,  

 ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan  

 kacang polong. 

c. 47241 :  Perdagangan Eceran Beras 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, 

beras cisadane, beras saigon dan beras ketan. 

d. 47243 : Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

kopi,gula pasir atau gula merah di dalam bangunan 

e. 47242 : Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan  

             Sejenisnya 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, 

seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue 

semprong dan cookies 

f. 47301 : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas  

(BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian 

Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara 



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar 

minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di 

sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, 

dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor 

seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, 

dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan 

genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan 

bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan 

pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan 

sepeda motor 

g. 47303 :   Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran minyak 

pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk 

pendingin untuk mobil. 

h. 47521 :  Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan  

               Konstruksi 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, 

baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat 

tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, 

anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng 

lembaran 

i. 47524 :  Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti 

semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan 

kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, 

pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu 

pualam dan kubus mosaik 

j. 47525 :  Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, 

winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding. 

k. 47526 :  Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, 

papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen 

pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), 



kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, 

chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton 

l. 47527 :  Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, 

cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan 

eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak 

m. 47528 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, 

cat dan lain-lain. 

n. 47592 : Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan  

 Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, 

seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat 

penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, 

lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, 

fiting dan sekering 

o. 47797 : Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat 

pertukangan, seperti pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, 

kampak 

p. 50213 : Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di 

sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan 

perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial 

q. 55130 : Pondok Wisata 

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 

penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang 

dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah 

tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian 

untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada 

wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari 

pemiliknya. 

r. 66411 : Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) 

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan 

penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) 

jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang 



mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber 

dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, 

acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun 

pembayaran; layanan remitansi/transfer dana 

 

BAB IV 
ORGANISASI BUM DESA 

Bagian Kesatu 
Musyawarah Desa 

 
Pasal 4 

 
(1)  Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa. 
(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana 

operasional, penasihat, dan/atau pengawas. 
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh 

Pemerintah Desa. 

Pasal 5 
Musyawarah Desa terdiri atas: 
a. Musyawarah Desa tahunan; dan 
b. Musyawarah Desa khusus. 

Pasal 6 
 

(1)  Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
huruf a: 

a. Pelaksana operasional menyampaikan: 
(1) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk 

mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 
(2) rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa 

menjadi rencana program kerja. 
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa 

mempunyai saldo laba yang positif. 
 

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh 
Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan 
tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan 
dan pengawas atas pengawasan dan penasihat  atas  tugas  kepenasihatan 
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan. 

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk 
melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 tujuh) hari 
kalender. 

Pasal 7 

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5  huruf  b 
dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan 
adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah 
Desa. 

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau 
pengawas kepada penasihat. 

(3) Penasehat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus 
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. 

 
Pasal 8 



(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh: 
a. Kepala Desa; 
b. BPD; dan 
c. unsur masyarakat yang terdiri atas: 

1. penyerta modal; 
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan 
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha 
BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa. 

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

 

Pasal 9 

Musyawarah Desa berwenang: 
a. menetapkan pendirian BUM Desa; 
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya; 
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan 

kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan; 
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional 

BUM Desa; 
e. mengangkat pengawas; 
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa; 
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa; 
h.  memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan 
penasihat; 

i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah 
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak 
lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa; 
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa; 
m.memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untukmelaksanakan 

kegiatan tertentu; 
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa; 
o.  menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa 

dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa; 
p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan 

tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; 
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset 

BUM Desa; 
r.  membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus 

dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 
dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur 
kesengajaan atau kelalaian; 

s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam 
hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak 
menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena 
keadaan tertentu; 

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan 
pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM 
Desa; 

v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 
w.memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk 

melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan 
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa. 



Bagian Kedua 
Penasihat 

 
Pasal 10 

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. 

Pasal 11 
 
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang: 

a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan 
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau 
perubahannya; 

b.  Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja 
yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada 
Musyawarah Desa; 

c.  Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai 
keputusan Musyawarah Desa; 

d.  Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana 
operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa; 

e.  Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam 
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 

f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha  BUM 
Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas 
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan; 

g.  Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa 
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 

h.  Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM 
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa; dan 

i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM 
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu 
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa. 

Pasal 12 
 
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas: 

a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam 
melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 

b.  Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana 
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 

c.  Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi  BUM 
Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan 
pengelolaan usaha BUM Desa; 

e.  Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan 
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 

f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi 
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
dan/atau keputusan Musyawarah Desa; 

g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan 

h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan 
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan  Anggaran 
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa. 



 
Pasal 13 

 
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak: 

a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi 
kepenasihatan; dan 

b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 
1. Gaji senilai  Rp. 500.000/Bulan 

 
Bagian Ketiga  

Pelaksana Operasional 
 

Pasal 14 
 
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya 
disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa. 
 

Pasal 15 

(1)  Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang 
perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur 
masyarakat dalam Musyawarah Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat meliputi: 
a. warga Desa Sidorejo; 
b.  sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

menghambat tugas sebagai Direktur); 
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk 

melaksanakan tugas sebagai direktur; 
d. berpendidikan minimal SLTP sederajat; 
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
f. tidak pernah dinyatakan pailit; 
g.  tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha 

dinyatakan pailit; 
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 
i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 
j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang- 

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa. 
(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur 

 

Pasal 16 
Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena 
alasan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa; 
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa; 
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai  

kekuatan hukum yang tetap; dan 
f.  mengundurkan diri. 



Pasal 17 

Direktur berwenang: 
a.  bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran 

Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; 
b.  mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai 

dengan garis kebijakan BUM Desa yang  dinyatakan  dalam  Anggaran  Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa; 

c.  mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi 
maupun dengan pihak lain; 

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk 
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa; 

e.  mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan 
bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengena 
ketenagakerjaan; 

f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah 
Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM 
Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai 
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang 
ditetapkan oleh Musyawarah Desa; 

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang 
ditetapkan oleh Musyawarah Desa; 

j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa; 
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk 

penyelesai; dan 
l.  mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau 

perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala 
hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di 
dalam dan di luar pengadilan. 

 
 

Pasal 18 

Direktur bertugas: 
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM 

Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan 
mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; 
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa 

untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; 
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa 

untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat 
dan pengawas; 

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa 
kepada penasihat; 

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; 
g.  bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan 

analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka 
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk 
diajukan kepada Musyawarah Desa. 

 
 



Pasal 19 

Direktur berhak: 
a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan 

dalam segala kejadian; 
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara; 
c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 

1. Gaji senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan 
 

Bagian Keempat 
Pengawas 

 
Pasal 20 

 
(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala 

Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam MusyawarahDesa. 
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

syarat meliputi:  

a. warga DEsa Sidorejo ; 
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

menghambat tugas sebagai pengawas); 
c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; 
d. berpendidikan minimal SLTP sederajat; 
e. tidak pernah dinyatakan pailit; 
f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha 

dinyatakan pailit; 
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 
h.  memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama. 

 

(3) Musyawarah  Desa  memilih  orang  perseorangan  yang  diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria  persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

 
(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas. 
 

 
Pasal 21 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena 
alasan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b.  melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

dan/atau peraturan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa; 
d.  melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai pengawas; 
e.  dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; dan 
f. mengundurkan diri. 

 

Pasal 22 

Pengawas berwenang: 
a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja 

yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada 
Musyawarah Desa; 



b.  bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan 
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau 
perubahannya; 

c.  bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas  pinjaman 
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa; 

d.  bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama 
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama 
tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa; 

e.  bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis 
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan 
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada 
Musyawarah Desa; 

f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit 
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian 
dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM 
Desa; dan 

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa. 
 
 
 

Pasal 23 

Pengawas bertugas: 
a.  melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya 

pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk 
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran 
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa; 
c.  menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan 

kepada Musyawarah Desa; 
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan 

Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada 
penasihat; 

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang 
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada 
Musyawarah Desa; 

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan 
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional 
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa; 

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan 
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan 

h.  memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan 
dalam Musyawarah Desa. 

 
 

Pasal 24 

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 
a. Gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/bulan 

 
 

BAB V 
MODAL DAN ASET  

Bagian Kesatu Modal 
 
 



Pasal 25 

 
(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima  Juta 

Rupiah) 
 

 
Bagian Kedua 

Aset 
 

Pasal 26 

(1) Aset BUM Desa bersumber dari: 
a. penyertaan modal; 
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; 
c. hasil usaha; 
d. sumber lain yang sah. 

(2) Perkembangan dan keberadaan  Aset BUM  Desa dilaporkan  secara berkala 
dalam laporan keuangan. 

 

Pasal 27 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan/atau pihak lainnya. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa. 
 

BAB  VI  

KERJA SAMA 
 

Pasal 30 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kerja sama usaha; dan 
b. kerja sama non-usaha. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan 
dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat  Desa serta para pihak 
yang bekerja sama. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit 
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,  dunia 
usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan 
lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum 
Indonesia, dan BUM Desa lain. 

 
Pasal 31 

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a 
termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa 
dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan asset Desa. 

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa 
dilarang menjadikan atau meletakkan beban  kewajiban  atau  prestasi  apa 
pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau 
jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil 
manfaat tertentu. 

 
Pasal 32 

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam  pasal  31  ayat  (1) 
BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan  pihak  lain  berupa 



kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan 
bersama sumber daya. 

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama 
sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau 
penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

 
Pasal 34 

(1) Bentuk kerja sama usaha: 
a. Perdagangan 
b. Ekonomi kreatif 

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 
 
 

BAB VII 
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

 
(1) Pasal 36 Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 
(satu) tahun buku. 

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas: 
a. Pendapatan Asli Desa sebesar 60 % ( Enam Puluh Persen ) yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. 

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM 

Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40 % ( Empat 
Puluh Persen ).  

 
  

BAB VII 
PENUTUP 

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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